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NOMOR SOP g 0ol /4 %
‘TANGGAL PEMBUATAN | :
TANGGAL REVISI :
TANGGAL PENGESAHAN ‘1 p/03/ 2019
' DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Kawasan Permukiman Provinsi Jawa
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN e
NAMA SOP Alur Permohonan Informasi Publik
"DASAR HUKUM : ' i KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Und_éﬁg-indang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi | 1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program
Publik 2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. Mengetahui penggunaan perangkat komputer

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara | 4. Mengetahui aplikasi komputer penyusunan RKA dan DPA
Tahun Anggaran 2014

4, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa

. Informasi Publik o
| KETERKAITAN ) PERALATAN / PERLENGKAPAN :

' 1. Lembaran kerja
2. Ruangan rapat internal
3. Komputer, Printer, LCD, HVS
4. Jaringan internet
[PERINGATAN : ' PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy

Dipindai dengan CamScanner



SOP : Alur Permohonan Informasi Publik

F PELAKSANA Pendukung
PPID Tim Komponen ‘ '
URAIAN PROSEDUR Uama  |Pertimbangan | i elen i | | Keterangan
dan PPID | Pelayanan Perangkat Pemohon elengkapan {‘ Waktu . Output
Pembantu Informasi| Daerah 4 f

B 1 2 S |

1. Melakukan kgjian atas Informasi/dokumen yang : 4 . Berkas p—effn:honan Setiap sa;t Berkas : .
t|dak termasuk dalam DIP dengan mellbatkan Tim informasi/dokumen dari permchonan
Pertimbangan Pelayanan Informasi. Pemohon Informasi informasi yang

- telah disi
lengkap dan -
dilampiri

} fotocopy/scan |
[ identitas diri
- ! (NIK)

2. Memberikan pertimbangan atas Dasar hukum : UU KIP ~ Pada hari dan Surat -
informasi/dckumen yang dimaksud yang bersifat 14 Tahun 2008 dan jam kerja Keputusan ;
rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan - PERKI 1 Tahun 2010 ! Tim ‘
kepentingan umum. ‘ Pertimbangan |

Pelayanan
Informasi
3.  Menyampalkan kepada PPID atas status Informasi/dokumen yang Pada hari dan Informasi/doku | -
informasi/dokumen yang dimnta pemohon telah dinyatakan terbuka jam kerja, men dari
; informasi, apakah termasuk rahasla atau terbuka. untuk publik maksimal 10 komponen
‘ Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah (sepuluh) hari atau
terbuka, maka PPID memerintahkan kepada < kerja, sejak Perangkat

‘i komponen/Perangkat Daerah untuk menyerahkan permechenan Daerah

i informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi {
informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan teregistrasl
Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka
PPID membuat surat penolakan kepada pemohon
informasi, =-

4. Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon Informasi/Dokumen yang Maksimal Informasi

¢ informasi dengan menandatangani tanda bukti diminta oleh Pemohon  diberikan publik yang

| penerimaan atau memberikan surat penolakan Informasi atau surat perpanjahngan dimints oleh
kepada pemohon jika status informasi/dokumen penolakan jika pemenuhan pemohon
dinpyatak‘;n rahasié. Informasi/dokumen permohonan Informasi atau

tersebut dikategorikan
rahasia

informasi selama
7 (tujuh) hari
sejak
pemberitahuan
ertulis diberikan
dan tidak dapat

surat
penolakan
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PELAKSANA Pendukung

PPID Tim Komponen Keterangan
URAIAN PROSEDUR Utama |Pertimbangan atau Waktu Output eterang
dan PPID Pelayanan Perangkat Remoton Kelengkapan P
Pembantu | Informasl Daerah
1 2 3 a 5 6 — 7 . :

diperpanjang lagi

i 1

| |

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7S] JAWA TENGAH

Madya

Dipindai dengan CamScanner



